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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemer-
intah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi 
Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Re-
alisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah 
negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedang-
kan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan 
variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja 
modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU 
yang di alokasikan ke anggaran belanja modal. 

Abstract

The purpose of  this study was to determine whether there is influence revenue the 
General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund 
of  the Allocation of  Capital Expenditure to the provincial government as Indonesia 
either simultaneously or partial. The population in this study is a Provincial Go-
vernment of  Indonesia consists of  33 Province in 2012. This study uses secondary 
data in the form of  budget realization report a Provincial Government of  Indonesia 
in 2012. Testing the hypothesis in this study using multiple linear regression t test, F 
test, and the coefficient of  determination. The results showed that the negative direc-
tion General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing 
Fund significant effect on capital spending. While the revenue did not significantly 
influence capital expenditure. revenue variables simultaneously, General Allocation 
Fund, Special Allocation Fund, and the Revenue Sharing Fund significant effect 
on capital spending. For local governments are expected to pay more attention to the 
proportion of  General Allocation Fund is allocated to capital expenditure.
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PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No-
mor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 
Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas 
untuk mengurus rumah tangganya sendiri den-
gan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Peme-
rintah daerah mempunyai hak dan kewenangan 
yang luas untuk menggunakan sumber-sumber 
keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebu-
tuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang 
di daerah. 

Pentingnya mengamati berapa proporsi 
gaji guru dalam Belanja Pegawai adalah karena 
selama ini banyak pihak yang menyoroti dan 
mengkritisi mengenai jumlah Belanja Pegawai 
yang dinilai terlalu besar dalam APBD. Banyak 
pihak menyampaikan bahwa hal ini mengaki-
batkan berkurangnya alokasi untuk Belanja Mo-
dal, yang dipandang lebih mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan 
publik kepada masyarakat (Dirjen Perimbangan 
Keuangan 2012). Melihat adanya kondisi Belanja 
modal dalam APBD di pemerintah provinsi In-
donesia kurang diperhatikan, Pemerintah daerah 
seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya 
untuk belanja modal dan tidak habis digunakan 
untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Diberlakukannya otonomi daerah mem-
berikan kesempatan pemerintah daerah untuk 
lebih mengembangkan potensi daerah. Untuk 
mengembangkan potensi daerah tersebut maka 
pemerintah daerah perlu meningkatkan angga-
ran belanja modal, Sumber-sumber dana yang 
digunakan untuk membiayai belanja modal ter-
sebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 
Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti 
perlu mengkaji ulang untuk melakukan peneliti-
an yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Da-
erah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 
(DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal” 
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-In-
donesia Tahun 2012).

PAD merupakan sumber pembiayaan bagi 
pemerintahan daerah dalam menciptakan infra-
struktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak 
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 
PAD yang sah. Untuk itu, dalam masa desent-
ralisasi seperti ini, pemerintah daerah dituntut 
untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan 
PAD-nya masing-masing dengan memaksimal-

kan sumberdaya yang dimiliki supaya bisa mem-
biayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur 
atau sarana prasarana daerah melalui alokasi 
belanja modal pada APBD. Semakin baik PAD 
suatu daerah maka semakin besar pula alokasi 
belanja modalnya (Ardhani 2011). Darwanto & 
Yulia (2007) menyatakan bahwa PAD berpen-
garuh positif  dan signifikan terhadap alokasi be-
lanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan 
bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor 
penentu dalam menentukan belanja modal.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemera-
taan keuangan antar daerah untuk membiayai ke-
butuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dana perimbangan keuangan 
merupakan konsekuensi adanya penyerahan ke-
wenangan pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang 
cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah.Pemerintah daerah 
dapat menggunakan dana perimbangan keuan-
gan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada 
publik yang direalisasikan melalui belanja modal 
(Solikin 2010 dalam Ardhani 2011). Hasil peneli-
tian Darwanto & Yulia (2007) menyatakan bahwa 
terdapat hubungan positif  dan signifikan antara 
DAU dengan belanja modal. Penelitian empiris 
yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al. (1985) 
dalam Hariyanto & Adi (2007) menyatakan bah-
wa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari 
pemerintah pusat dengan belanja modal.

Salah satu dana perimbangan adalah 
DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber 
dari APBN yang dialokasikan kepada pemerin-
tah daerah untuk membiayai kegiatan khusus 
yang merupakan urusan daerah dan prioritas 
nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban 
biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung 
oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK di-
arahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, 
pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan 
prasarana fisik pelayanan publik dengan umur 
ekonomis panjang, dengan diarahkannya peman-
faatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan pelayanan publik yang dire-
alisasikan dalam belanja modal (Ardhani 2011). 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggiat Situngkir 
(2009) DAK berpengaruh positif  dan signifikan 
terhadap anggaran belanja modal.

DBH merupakan dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepa-
da daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pe-
laksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, 
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
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Pusat dan Pemerintah daerah). DBH yang ditrans-
fer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 
terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH 
bukan pajak (Sumber Daya Alam). DBH meru-
pakan sumber pendapatan daerah yang cukup 
potensial dan merupakan salah satu modal das-
ar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana 
pembangunan dan memenuhi belanja daerah 
yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan 
DAK. Secara teoritis Pemerintah daerah akan 
mampu menetapkan belanja modal yang sema-
kin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, 
begitupun Sebaliknya semakin kecil belanja mo-
dal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH se-
makin kecil. DBH berpengaruh positif  terhadap 
Belanja Modal.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka 
berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 
pada Gambar 1. Berdasarkan kerangka berfikir 
yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis pen-
elitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas 
adalah sebagai berikut :

Ha
1 
= Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpenga-
ruh terhadap Belanja Modal di Pemerintah 
Provinsi se-Indonesia

Ha
2 
= Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal di Pemerintah Pro-
vinsi se-Indonesia

Ha
3 
= Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh 
terhadap Belanja Modal di Pemerintah Pro-
vinsi se-Indonesia

Ha
4 
= Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh ter-
hadap Belanja Modal di Pemerintah Provin-
si se-Indonesia

Ha
5 

= Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khu-
sus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) 
berpengaruh terhadap Belanja Modal di Pe-
merintah Provinsi se-Indonesia

METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif, dimana data yang dipero-
leh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan 
analisisnya menggunakan statistik. Penelitian ini 
merupakan penelitian populasi, dimana obyek 
yang diamati berupa benda hidup maupun benda 
mati dan sifat-sifat yang ada dalam obyek terse-
but dapat diukur atau diamati. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-In-
donesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. 
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada-
lah data sekunder yang berupa dari Laporan Rea-
lisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia 
tahun 2012, yang terdiri dari data realisasi PAD, 
DAU, DAK, DBH, dan data realisasi belanja mo-
dal yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan 
Keuangan Pemda. Variabel Independen dalam 
penelitian ini yaitu variabel pertama PAD (X1). 

PAD adalah semua penerimaan daerah 
yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. 
Variabel kedua yaitu DAU (X2). DAU adalah 
dana yang bersumber dari pendapatan APBN 
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk men-
danai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan 
desentralisasi. Variabel ketiga yaitu DAK(X3). 
DAK adalah dana yang dialokasikan dari APBN 
ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan 

Gambar 1 Kerangka Berfikir

 Pendapatan Asli Daerah 

Belanja Modal 
Dana Alokasi Umum 

Dana Alokasi Khusus  

Dana Bagi Hasil   
juga prioritas nasional. Variabel keempat yaitu 
DBH(X4). DBH adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepa-
da daerah berdasarkan angka persentase untuk 
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pe-
laksanaan desentralisasi. Variabel dependen (Y) 
yaitu belanja modal.

Pada penelitian ini metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode dokumen-
tasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh 
data mengenai data PAD, DAU, DAK, DBH 
dan belanja modal di pemerintahan Provinsi se-
Indonesia tahun 2012 dimana data yang digu-
nakan adalah Laporan realisasi APBD yang telah 
diterbitkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan 
Pemda. Penelitian ini menggunakan metode ana-
lisis yaitu metode analisis deskriptif. Metode ini 
untuk menggambarkan variabel independen dan 
dependen secara keseluruhan. Sedangkan untuk 
menguji hipotesis, dalam penelitian ini menggu-
nakan uji F dan uji t. Alat analisis menggunakan 
regresi linier berganda (Ghozali, 2005 dalam 
Maharani 2010) yang dilakukan dengan SPSS 
16. Sebelum menggunakan analisis regresi linier 
berganda perlu dilakukan uji normalitas dan uji 
linieritas karena untuk mengetahui apakah anali-
sis regresi linier berganda layak digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel-variabel independen dalam pen-
elitian ini adalah PAD, DAU, DAK, dan DBH, 
sedangkan variabel dependennya adalah belanja 
modal. Berikut ini adalah uji statistik deskriptif:

Hasil uji Statistik Deskriptif  pada Tabel 1 
dapat dilihat bahwa dari jumlah sampel (N) se-
banyak 33, dimana rata-rata jumlah PAD (X

1
) 

Pemerintah Provinsi se-Indonesia sebanyak 
Rp.2,1 Triliyun dengan jumlah PAD terendah 
Rp.93,6 Milyar dan PAD tertinggi Rp.18,6 Trili-
yun dengan standar devisiasi Rp.3,6 Triliyun dari 
rata-rata. PAD merupakan sumber penerimaan 
penting bagi daerah dalam jangka panjang yang 
berpengaruh besar terhadap penerimaan daerah. 
Rata-rata jumlah DAU (X

2
) sebanyak Rp.819,7 

Milyar dengan jumlah DAU terendah Rp.52,6 
Milyar dan jumlah DAU tertinggi Rp.1,5 Triliyun 
dengan Standar Devisiasi Rp.332,8 Milyar dari 
rata-rata. Rata-rata jumlah DAK (X

3
) sebanyak 

Rp.40,4 Milyar dengan jumlah DAK terendah 
Rp.0 dan jumlah DAK tertinggi Rp.106,1 Mily-
ar dengan Standar Devisiasi Rp.17,3 Milyar dari 
rata-rata. Rata-rata jumlah DBH (X

4
) sebanyak 

Rp.796,9 Milyar dengan jumlah DBH terendah 
Rp.23,9 Milyar dan jumlah DBH tertinggi Rp.8,9 
Triliyun dengan Standar Devisiasi Rp.1,6 Trili-
yun dari rata-rata. Rata-rata jumlah belanja mo-
dal (Y) sebanyak Rp.964 Milyar dengan jumlah 
belanja modal terendah Rp.147,4 Milyar dan 
jumlah belanja modal tertinggi Rp.10,9 Triliyun 
dengan Standar Devisiasi Rp.1,8 Triliyun dari 
rata-rata.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis 
perlu dilakukan uji normalitas sebagai uji prasya-
rat analisis. Uji normalitas bertujuan untuk men-
guji apakah dalam model regresi yang dibentuk 
dari variabel dependen dan independen mempu-
nyai distribusi normal. Hasil uji Kolmogorov-Smir-
nov (K-S) adalah 1,023 dan signifikansinya adalah 
0,246 dan nilai diatas 5% (α = 0,05). Dalam hal 
ini berarti data residual berdistribusi normal. Un-
tuk menghindari bias dalam proses pengambilan 
keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial 
masing-masing variabel independen terhadap 
variabel dependen dengan Uji Multikolonieritas  
Hasil Uji Multikolonieritas bahwa variabel inde-
penden yaitu DAU dan DAK mempunyai angka 
VIF dibawah angka 10 dan nilai Tolerance tidak 
kurang dari 10% (α = 0,10), sedangkan varia-
bel PAD dan DBH mempunyai nilai VIF diatas 
angka 10. Hal ini berarti terdapat persoalan mul-
tikolonieritas dalam penelitian ini, untuk mem-
perbaiki model regresi jika terdapat persoalan 
multikolonieritas dapat dilakukan dengan cara 
melakukan transformasi logaritma agar setiap 
variabel yang dilakukan dapat memenuhi asumsi 
klasik. 

Hasil Uji Multikolonieritas setelah Ln di-
dapatkan variabel independen yaitu LnPAD, Ln-
DAU, LnDAK, dan LnDBH mempunyai angka 

Tabel 1. Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
PAD 33 93649 18685000 2187354.24 3699493.370
DAU 33 52638 1569782 819764.88 332884.921
DAK 33 0 106191 40479.15 17397.410
DBH 33 23983 8901550 796906.91 1679395.257
BM 33 147415 10944406 964098.55 1862679.440
Valid N (listwise) 33

Sumber : Output SPSS (dalam jutaan rupiah)
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VIF dibawah angka 10 dan nilai Tolerance tidak 
kurang dari 10% (α = 0,10). Hal ini berarti bahwa 
regresi yang dipakai untuk variabel diatas tidak 
terdapat persoalan multikolonieritas. Uji Autoko-
relasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi linear ada korelasi antara kesala-
han pengganggu pada periode t dan dengan ke-
salahan pengganggu pada periode t-1 (sebelum-
nya). Hasil uji Autokorelasi terdapat nilai Durbin 
Watson sebesar 1,887, dengan jumlah unit ana-
lisis 33, jumlah variabel bebas 4 nilai dl= 1,1927 
dan du= 1.7298 maka nilai DW 1,887 berada 
diantara -2 sampai +2 dan dapat disimpulkan ti-
dak terdapat masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi terjadi ke-
tidaksamaan varians, dari residual satu pengama-
tan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 
berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji statistik 
yang digunakan adalah Uji Scatterplot dan Uji 
Glesjer.  Hasil Scatterplot Model dapat diketahui 
bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sum-
bu Y,maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ha-
sil uji Glesjer menunjukkan koefisien parameter 
untuk variabel independen tidak ada yang signi-
fikan, hal ini terlihat dari probabilitas signifikan-
sinnya diatas tingkat kepercayaan 5% (α = 0,05). 
Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak men-
gandung adanya Heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah regresi linier berganda. Hal ini 
dimaksudkan untuk menguji kandungan LnPAD, 
LnDAU, LnDAK, dan LnDBH terhadap LnBM 
dengan melihat kekuatan hubungan antar LnBM 
dengan LnPAD, LnDAU, LnDAK, dan LnDBH. 
Persamaan regresi berganda didapatkan sebagai 
berikut: LnBM= -1931207,877 + 65613,275 Ln-
PAD – 393242,479 LnDAU + 432503,564 Ln-
DAK + 196469,925 LnDBH + e. Uji Statistik t 
digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan uji t digu-
nakan untuk melihat pengaruh secara satu per 
satu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial 
dapat dilihat pada tabel uji statistik t sebagai be-
rikut :

Dari Tabel 2 dapat disusun persamaan reg-
resi berganda sebagai berikut:
LnBM= -1931207,877 + 65613,275 LnPAD – 
393242,479 LnDAU + 432503,564 LnDAK + 
196469,925 LnDBH + e

Model regresi tersebut bermakna :
Nilai konstanta sebesar -1931207,877 ar-

tinya apabila nilai variabel LnPAD, LnDAU, Ln-
DAK, dan LnDBH bernilai 0, maka anggaran be-
lanja modal bernilai semakin berkurang.Variabel 
LnPAD menunjukkan ada pengaruh terhadap be-
lanja modal dan berpola positif  sehingga semakin 
bertambah LnPAD maka semakin tinggi belanja 
modal. PAD berpengaruh terhadap belanja mo-
dal dengan nilai koefisien sebesar 65613,275 ar-
tinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel PAD 
akan menaikkan belanja modal sebesar 65,6 Mi-
lyar. Variabel LnDAU menunjukkan ada penga-
ruh terhadap belanja modal dan berpola negatif  
sehingga semakin bertambah LnDAU maka se-
makin rendah belanja modal. DAU berpengaruh 
terhadap belanja modal dengan nilai koefisien 
sebesar -393242,479 artinya setiap pertambahan 
1 Rupiah variabel DAU akan menurunkan belan-
ja modal sebesar -393,2 Milyar. Variabel LnDAK 
menunjukkan ada pengaruh terhadap belanja 
modal dan berpola positif  sehingga semakin ber-
tambah LnDAK maka semakin tinggi belanja 
modal. DAK berpengaruh terhadap belanja mo-
dal dengan nilai koefisien sebesar 432503,564 ar-
tinya setiap pertambahan 1 Rupiah variabel DAK 
akan menaikkan belanja modal sebesar 432,5 Mi-
lyar. Variabel LnDBH menunjukkan ada penga-
ruh terhadap belanja modal dan berpola positif  
sehingga semakin bertambah LnDBH maka se-
makin tinggi belanja modal. DBH berpengaruh 
terhadap belanja modal dengan nilai koefisien 
sebesar 196469,925 artinya setiap pertambahan 

Tabel 2 Uji Statisik t

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1 (Constant) -1931207.877 1485619.198 -1.300 .205
LnPAD 65613.275 42096.081 .157 1.559 .131
LnDAU -393242.479 82068.522 -.440 -4.792 .000
LnDAK 432503.564 139959.898 .289 3.090 .005
LnDBH 196469.925 46091.605 .490 4.263 .000

a. Dependent Variable: LnBM

1 Rupiah variabel DBH akan menaikkan belanja 
modal sebesar 196,4 Milyar.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut diperoleh ni-
lai signifikansi dari LnPAD 0,131 > 0,05 sehingga 
PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal 
dan memiliki arah koefisien positif. Pada varia-
bel LnDAU diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 
0,05 sehingga DAU berpengaruh terhadap be-
lanja modal dan memiliki arah koefisien negatif. 
Pada variabel LnDAK diperoleh nilai signifikansi 
0,005 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
DAK berpengaruh terhadap belanja modal dan 
memiliki arah koefisien positif. Pada variabel 
LnDBH diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH berpen-
garuh terhadap belanja modal dan memiliki arah 
koefisien positif. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keteran-
gan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan 
terhadap belanja modal, hal ini dapat dikare-
nakan ada nilai PAD yang rentangnya sangat 
jauh, yaitu antara Provinsi Maluku dan Provinsi 
DKI Jakarta, terbukti dari hasil analisis deskrip-
tif  yang menunjukkan rata-rata PAD berjumlah 
Rp 2,1 Triliyun, dengan rincian nilai terendah 
Rp 93,6 Milyar terdapat di provinsi Maluku uta-
ra dan nilai tertinggi Rp 18,6 Triliyun terdapat di 
provinsi DKI Jakarta. Daerah dengan PAD ren-
dah kemungkinan dikarenakan kurangnya peng-
galian sumber-sumber penerimaan baru (eksten-
sifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan 
PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan 
meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, 
upaya ini harus diarahkan dengan mempertahan-
kan  dan menggali potensi daerah agar dapat di-
manfaatkan secara berkelanjutan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Yovita (2011) memberikan hasil penelitian 
yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. 
Yovita (2011) mengatakan bahwa provinsi den-
gan PAD yang besar cenderung tidak memiliki 
belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan ka-
rena PAD lebih banyak digunakan untuk mem-
biayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/
belanja operasional. Hasil penelitian tersebut di-
perkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keteran-
gan bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifi-
kan terhadap belanja modal namun dengan arah 
negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi 
yang mendapatkan DAU yang besar akan cende-
rung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini 
terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai 
belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja 

barang dan jasa dan belanja lainnya. Hubungan 
penelitian ini dengan hasil yang didapat berkai-
tan dengan teori keagenan sebagai landasan teori 
yang digunakan dalam penelitian ini. Implikasi 
penerapan teori keagenan dapat menimbulkan 
hal positif  dalam bentuk efisiensi, tetapi lebih 
banyak menimbulkan hal negatif  dalam bentuk 
perilaku opportunistik. Hal ini terjadi karena 
pihak agensi memiliki informasi keuangan yang 
lebih daripada pihak prinsipal, sedangkan dari 
pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pri-
badi atau golongannya sendiri karena memiliki 
keunggulan kekuasaan. Penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Yovita (2011) memberikan 
hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU 
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 
dengan arah negatif. Hal ini disebabkan DAU 
lebih banyak digunakan untuk membiayai belan-
ja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat 
dengan penelitian ini dimana DAU berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keteran-
gan bahwa DAK memiliki pengaruh yang signi-
fikan terhadap belanja modal. Hasil ini menje-
laskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK 
yang besar akan cenderung memiliki belanja mo-
dal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya 
indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal 
akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan 
DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Pe-
rimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut 
daerah membangun dan mensejahterahkan raky-
atnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang 
proposional dan profesional serta membangun 
infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya 
pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. 
Pemerintah daerah dapat menggunakan dana 
perimbangan keuangan (DAK) untuk memberi-
kan pelayanan kepada publik yang direalisasikan 
melalui belanja modal. Penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan 
bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap be-
lanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat 
dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh 
signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keteran-
gan bahwa DBH memiliki pengaruh yang signi-
fikan terhadap belanja modal. Hasil ini menje-
laskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH 
yang besar akan cenderung memiliki belanja mo-
dal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya 
indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal 
akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan 
DBH. DBH merupakan sumber pendapatan da-
erah yang cukup potensial dan merupakan salah 
satu modal dasar pemerintah daerah dalam men-
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kan antara variabel DAK terhadap Belanja Mo-
dal. Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel DBH terhadap Belanja Modal. Secara 
simultan variabel PAD, DAU, DAK dan DBH 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pen-
garuh DAU yang secara langsung bertanda nega-
tif  terhadap belanja modal, sebaiknya pemerin-
tah daerah lebih memperhatikan proporsi DAU 
yang di alokasikan ke anggaran belanja modal. 
Melihat pengaruh DAK dan DBH sangat signi-
fikan terhadap belanja modal maka sebaiknya 
pemerintah lebih meningkatkan anggaran DAK 
dan DBH yang di proporsikan ke anggaran be-
lanja modal. Penelitian selanjutnya diharapkan 
menggunakan variabel yang lebih bervariasi, 
dengan menambah variabel independen lain baik 
ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan pe-
merintah daerah lainnya, maupun variabel non 
keuangan seperti penerimaan pembiayaan dan 
pertumbuhan ekonomi.
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dapatkan dana pembangunan dan memenuhi be-
lanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain 
DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan ter-
sebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang 
didasarkan atas daerah penghasil. Jadi dapat di-
simpulkan jika anggaran DBH meningkat maka 
alokasi belanja modal pun meningkat.

Uji  Statistik F pada Tabel 3 digunakan 
untuk mengetahui  sejauh mana variabel-variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Hasil Uji statistik 
F pada tabel diatas untuk menguji pengaruh Ln-
PAD, LnDAU, LnDAK dan LnDBH yang mem-
punyai F-hitung sebesar 31.917 dengan nilai sig-
nifikansi 0,000 hal ini berarti tingkat signifikansi 
< 5% (α = 0,05) dan F-hitung sebesar 31.917 > F-
tabel sebesar 2,69 yang artinya H

5
 diterima maka 

dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK dan 
DBH secara simultan berpengaruh signifikan ter-
hadap Belanja Modal.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) digunakan un-

tuk mengetahui sejauh mana kontribusi variabel 
independen terhadap variabel dependen dengan 
adanya regresi linier berganda. Hasil analisis reg-
resi berganda dapat diketahui koefisien determi-
nasi (Adjusted R Square) sebesar 0,800. Hal ini be-
rarti 80% variabel belanja modal dapat dijelaskan 
oleh keempat variabel independen yaitu LnPAD, 
LnDAU, LnDAK dan LnDBH, sedangkan 20% 
dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model 
penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan yang didapat 
dalam penelitian ini adalah Tidak terdapat pen-
garuh yang signifikan antara variabel PAD ter-
hadap Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang 
signifikan negatif  antara variabel DAU terhadap 
Belanja Modal. Terdapat pengaruh yang signifi-

Tabel 3. Uji Statistik F

Model Sum of  Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 6.857E12 4 1.714E12 31.917 .000a

Residual 1.450E12 27 5.371E10

Total 8.307E12 31
a. Predictors: (Constant), LnDBH, LnDAU, LnDAK, LnPAD

b. Dependent Variable: LnBM

Sumber : Output SPSS 
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